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SALINAN

BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 17 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN
BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEDIRI,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum
Tambahan Tahun Anggaran 2020, dan sesuai Nota Dinas dari Sekretaris
Daerah Kabupaten Kediri tanggal 6 Maret 2020 Nomor 900/824/418.51/2020
perihal Penyusunan Peraturan Bupati Kediri tentang Penetapan DAU
Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Tahun Anggaran 2020 serta Berita
Acara tanggal 9 Maret 2020 Nomor 900/837/418.51/2020 tentang Rapat
Pembahasan Penyusunan Peraturan Bupati tentang Penetapan DAU
Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Tahun Anggaran 2020, perlu
menetapkan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan
Tahun Anggaran 2020;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Dana Alokasi Umum

Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Tahun Anggaran 2020;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3886);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6410);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
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Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara
Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 46);

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran
Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kediri Nomor 147);

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah
Kabupaten Kediri Tahun 2019 Nomor 4);

Peraturan Bupati Kediri Nomor 41 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah
Kabupaten Kediri Tahun 2019 Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DANA ALOKASI
UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN TAHUN
ANGGARAN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.
3. Bupati adalah Bupati Kediri.
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4. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang dialokasikan dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah dengan tujuan pemerataan
kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka
pelaksanaan desentralisasi.

5. DAU Tambahan Dukungan Pendanaan bagi Kelurahan yang selanjutnya disebut DAU
Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan adalah dukungan pendanaan bagi kelurahan di
daerah kabupaten/kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan
pemberdayaan masyarakat kelurahan.

6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.

7. Kelurahan adalah perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau
melaksanakan sebagian tugas Camat.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah
rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri.

9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah
pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

10. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih

realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

BAB II
PENGALOKASIAN
Pasal 2

(1) DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan
Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta
rupiah).

(2) DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dialokasikan untuk memberi dukungan pendanaan kepada kelurahan.

(3) DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
mengurangi komitmen pendanaan Kabupaten kepada kelurahan melalui APBD sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan digunakan untuk mendanai kegiatan
pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat

kelurahan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 3
(1) Rincian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 ayat (1) tercantum pada Belanja Langsung SKPD dalam Lampiran III Peraturan Daerah
Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020.
(2) DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
menjadi bagian dalam perhitungan pengenaan sanksi penundaan penyaluran dan/atau

pemotongan DAU.
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BAB III
MEKANISME PANGALOKASIAN
Pasal 4

(1) Besaran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan per kelurahan sesuai dengan
kategori Daerah.

(2) Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata
Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020, kategori Daerah
adalah baik dengan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan per kelurahan sebesar
Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

BAB IV
RINCIAN ALOKASI
Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah menganggarkan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 pada APBD Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
melengkapi anggaran kelurahan dalam pendanaan kelurahan sesuai dengan ketentuan
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.

(3) Pemerintah Daerah hanya memiliki satu kelurahan yakni Kelurahan Pare yang terletak dalam
wilayah administrasi Kecamatan Pare.

(4) DAU tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada kelurahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan dianggarkan sesuai dengan peraturan yang

ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 6
DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak
diperhitungkan sebagai anggaran wajib Pemerintah Daerah.

BABV
PENGANGGARAN , PENATAUSAHAAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
Pasal 7

(1) DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dianggarkan di belanja langsung pada
Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Pare.

(2) DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan sepenuhnya untuk Kelurahan Pare.

(3) Penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan untuk DAU Tambahan
Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai
peraturan perundang-undangan.

(4) Kecamatan wajib menyampaikan laporan realisasi penyerapan DAU Tambahan Bantuan
Pendanaan Kelurahan Tahun Anggaran 2020 kepada Bupati paling lambat bulan Februari
2021.



Pasal 8
Dalam hal pada akhir Tahun Anggaran 2020 terdapat sisa DAU tambahan,
Kabupaten Kediri wajib menganggarkan kembali pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berikutnya dengan ketentuan

sebagai berikut:

a. sisa DAU tambahan atas kegiatan yang output kegiatannya telah tercapai,
dianggarkan kembali untuk mendanai kegiatan yang sama atau kegiatan
lainnya pada kelurahan tertentu sesuai prioritas; dan

b. sisa DAU tambahan atas kegiatan yang output kegiatannya belum tercapai,
dianggarkan kembali untuk mendanai kegiatan yang sama pada kelurahan
bersangkutan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Kediri ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 6 - 5 - 2020
BUPATI KEDIRI,

ttd
HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 6 - 5 - 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,
ttd
DEDE SUJANA
BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2020 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Pemerintahan
dan
Kesejahteraan Rakyat
u.b
Plt. Kepala Bagia Hukum

/7~ SUWONO
Penata Tingkat I
NIP. 19661125 198903 1 010



